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ABSTRAK 
 
 

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran 
hadiah. Oleh karenanya, kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada 
penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud 
dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang 
umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh 
penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan 
dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang 
diperbolehkan. Hal tersebut dapat dipahami karena ada kerancuan makna dalam 
memahami rumusan pasal gratifikasi dan suap, bahkan dikatakan oleh sebagian 
pakar, gratifikasi sama dengan suap pasif, sebagaiman dijelaskan dalam rumusan 
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anjuran saling memberi hadiah di dalam 
Islam bertujuan mempererat hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk 
jurang pemisah antara pemberi dan penerima hadiah. Namun, penting untuk 
dipahami bahwa ada batas-batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu undang-
undang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri dan juga batas-batas yang 
digariskan oleh syari’at Islam. 

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam library research atau biasa dikenal 
dengan penelitan pustaka, di mana perolehan data bersumber dari literatur-
literatur yang tersedia berkaitan dengan tema penelitian ini. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan mengeksplorasi kandungan 
al-Qur’an, hadis\ dan juga Undang-undang yang di dalamnya memuat aturan 
hukum mengenai gratifikasi. Sedangkan sifat penelitan ini adalah deskriptif, 
analisis, komparatif yaitu mendiskripsikan kedudukan gratifikasi, lalu 
menganalisisnya sekaligus membanding-kannya dalam segi kategori, penetapan 
dan sanksi hukumnya. 

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan, ditemukan beberapa 
perbedaan dan juga persamaan kedudukan gratifikasi dalam hukum pidana Islam 
dan hukum pidana positif, baik dari segi kriteria yang masuk dalam kategori 
korupsi, dan juga sanksi hukumnya. Di dalam hukum pidana Islam, penerimaan 
gratifikasi oleh pejabat publik, baik dilaporkan ataupun tidak, status hukumnya 
tetap korupsi. Sedangkan dalam hukum pidana positif ada mekanisme pelaporan, 
dan ada kemungkinan status korupsi dapat dianulir. Dari sanksi hukum terdapat 
persamaan dan juga perbedaan, di mana dalam pidana Islam di samping ada ta’zi>r 
sebagai hukuman ada sanksi moral, sosial sekaligus ancaman sanksi akhirat, di 
mana jenis hukuman ini tidak ditemukan pada rumusan pasal-pasal dalam 
Undang-undang. 

 
 

Keyword: Gratifikasi, Undang-undang, Pidana Islam, Pidana Positif. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Konsonan Tunggal 

Sebagian fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan hurur, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan 

transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf  
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba’ b be ب
 ta’ t te ت
 sa’ s\ es (dengan titik di atas) ث
 Jim j je ج
 ha’ h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha’ kh ka dan Ha خ
 dal d de د
 zal z\ zet (dengan ttik di atas) ذ
 ra’ r er ر
 zai z zet ز
 Sin s es س
 syin sy es dan Ye ش
 sad s} es (dengan titik di bawah) ص
 dad d} de (dengan titik di bawah) ض
 ta t} te ( dengan titik di bawah) ط
 za z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع
 gain g ge غ
 fa’ f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wawu w we و
 ha’ h ha ه
 hamzah ‘ apostrof ء
 ya’ y ye ى
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B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 Ditulis ‘iddah عدّة
 

C. Ta’ marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis hibah هبة
 ditulis jizyah جزية

Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

keculai bila dikehendaki lafal aslinya. 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’<ditulis kara>mah al-auliya كرامة الاولياء
 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

 ditulis zaka>tul fit}ri زكاة الفطر
 

D. Vokal Pendek 

— Kasrah Ditulis i 
— Fathah Ditulis a 
— Dammah Ditulis u 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 
 جاهللية
fathah + ya’ mati 
 يسعى
kasrah +ya’ mati 
 كريم
dammah + wawu mati 
 فروض

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

a 
ja>hliyyah 

a 
yas’a> 

i 
kari>m 

u 
furu>d} 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati 
 بينكم
fathah + wawu mati 
 قول

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

ai 
bainakum 

au 
qaulun 
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MOTTO 

 
 
 
 
 

Hidup itu berjuang 
Hidup itu berperang 
Hidup itu bertarung 

 
Sedangkan hidup sesungguhnya itu berjuang, berperang dan 

bertarung melawan “Hawa Nafsu” 
)الحديث..... (الأكبر جهاد إلى الأصغر جهاد من رجعنا  

 
 

DI MANA ADA KEINGINAN, DI SITU ADA JALAN 
TEMUKAN JALAN ITU! HINGGA TUHAN MENGATAKAN, 

 “TAK ADA LAGI JALAN.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemberitaan mengenai gratifikasi yang mengarah kepada suap seakan 

tiada habisnya, setiap satu permasalahan, khususnya mengenai gratifikasi, dan 

umumya mengenai korupsi muncul lagi masalah lainnya menyangkut gratifikasi 

ataupun korupsi.1 

Masyarakat Indonesia seakan sudah terbiasa dengan fenomena korupsi, 

suap dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan sejenis lainnya serta cenderung 

menerimanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas ke-Indonesiaan. 

Secara konstitusional, gratifikasi, suap dan korupsi memang diakui sebagai 

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), namun dalam prakteknya, kasus 

korupsi dan suap yang terungkap cenderung direduksi menjadi persoalan oknum, 

dan bukan persoalan sistem atau kultur.2  

Sejak tahun 50-an, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari 

perbincangan, perdebatan, dan upaya untuk terus memperbaiki perundang-

undangan. Bahkan, seolah muncul rasa prustasi untuk memberantasnya. Para 

penegak hukum seperti kehabisan akal dalam memikirkan dari mana memulai 

suatu penindakan. Semakin dikejar semakin jauh, semakin didalami dan ditelusuri 

semakin nyata, seperti menelusuri tali yang panjang, di ujungnya tersangkut 

                                                 
1 Tim Redaksi Kompas, “Laporan Korupsi di KPK menumpuk”, Harian Kompas, edisi 

Kamis, 03 April 2008, hlm. 3. 
2 Yonky Karman “Korupsi Manusia Indonesia”, Opini Kompas, Selasa, 10 April 2010. 
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kebanyakan elite politik, pengusaha, dan penegak hukum pun seolah turut ambil 

bagian di dalamnya.3 Sungguh seperti sandiwara, mereka yang selama ini rajin 

menggugat koruptor, mengkampanyekan anti korupsi, justru terlibat dalam 

pusaran korupsi itu sendiri. 

Pada jaman dahulu, praktik gratifikasi (suap) juga pernah dilakukan oleh 

ratu Balqis (ratu negeri Saba’) kepada nabi Sulaiman, hal ini dapat ditemui dalam 

al-Qur’an yang berbunyi: 

3وإنيّ مرسلةإليهم بهديةّ فناظرة بما يرجع المرسلين F

4  

Ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Katsir dan dikutip oleh Abu 

Abdul Halim, menampilkan salah satu upaya negosiasi yang dilakukan oleh ratu 

Saba’ kepada nabi Sulaiman. Hadiah itu digambarkan berupa bejana-bejana indah 

dari emas.P4F

5
P Ini merupakan salah satu potret nyata dari kasus gratifikasi yang 

terindikasi kuat dalam kategori suap yang pernah ditempuh oleh ratu Saba’ (yang 

diwakili oleh aparatnya) kepada nabi Sulaiman, dengan asumsi, Sulaiman bisa 

dipengaruhi dan dibeli serta membiarkan ratu Saba’ dalam kemusyrikan dan 

kesesatan hidup. Namun, nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas. P5F

6 

Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung 

kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai atau tradisi 

                                                 
3 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, Edisi Revisi, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. v. 
4 QS. An-Naml (27): 35. 
5 Abu Abdul Halim. S, Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar’i dan Sosial, (Jakarta 

Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 28. 
6 Ibid. 
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pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah.7 Hadiah yang dimaksud dalam 

istilah hukum di Indonesia adalah gratifikasi, di mana hal ini akan menjadi 

concern pembahasan pada penelitian ini. Selain adanya indikasi faktor budaya, 

maraknya kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Indonesia jelas menimbulkan 

tanda tanya yang sangat besar. Aturan hukum telah dibuat dengan jelas dan 

dengan sanksi yang berat pula, instrumen hukum juga telah lengkap. Tapi 

mengapa pada ranah implementasinya tidak juga mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi, 

bahkan semakin bertambah dari hari ke hari.8 

Di samping itu, penulis berpandangan bahwa selain faktor kultural dan 

lemahnya implementasi hukum (kaitannya dengan jeratan hukum yang diberikan 

bagi pelaku gratifikasi, suap dan korupsi), juga disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap arti dan juga batasan secara literal dan juga 

larangan secara normatif dari al-Qur’an dan hadis\ (terhadap preposisi 

hadiah/gratifikasi) mengenai suap, khususnya gratifikasi itu sendiri. 

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi 

kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih mengangap bahwa memberi 

hadiah atau gratifikasi merupakan  hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah 

                                                 
7 Agus Dwiyanto, dkk., Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2008), hlm. 30. Penjelasan mengenai pemberian hadiah kepada pejabat 
tersebut yang bagi masyarakat Eropa dan Amerika dianggap sebagai tindak pidana korupsi, tetapi 
bagi masyarakat di Asia seperti Indonesia, Korea Selatan atau Thailand dianggap bukan 
merupakan tindak korupsi. Bahkan dalam kultur Jawa, lanjut Mas’oed, pemberian teresbut 
dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh bawahan (kawula) kepada rajanya (gusti). 

8 Diaz Nurima Sawitri “Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia 
Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 
(2008). 
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adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam 

merekat ‘kohesi sosial’ dalam suatu masyarakat maupun  antar-masyarakat 

bahkan antar-bangsa.9 

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran 

hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada 

penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud 

dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang 

umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh 

penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan 

dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang 

diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai 

dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi.10 

Selanjutnya, selain persoalan-persoalan yang digambarkan di atas, Islam 

datang dengan membawa pencerahan, mengajarkan berbagai kiat merajut tali 

kasih sayang dan persatuan. Kiat menyuburkan kasih sayang antara dua insan 

adalah saling memberi hadiah, hal ini tergambar dalam hadis\ Nabi saw.,  

“Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan 

kebencian yang ada dalam dada. Janganlah seorang wanita meremehkan arti suatu 

hadiah yang ia berikan kepada tetangganya, walau hanya berupa kaki kambing 

(kikil).” (HR. At-Turmudzi). Dengan jelas hadis\ ini menggambarkan fungsi 

hadiah dalam syariat Islam. Anjuran saling memberi hadiah bertujuan mempererat 

                                                 
9 Doni Muhardiansyah, dkk., Buku Saku: Memahami Gratifikasi, Cetakan pertama (Jakarta: 

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), hlm. 1. 
10 Ibid. 



5 
 

hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk jurang pemisah antara 

pemberi dan penerima hadiah.11 

Dari deskripsi di atas, penulis menduga bahwa gratifikasi dalam kategori 

korupsi masih saja sering terjadi disebabkan beberapa faktor: Pertama, 

pengetahuan yang kurang mendalam (komprehensif) akan batas-batas anjuran dan 

larangan dari dua sisi, yaitu undang-undang berkenaan dengan gratifikasi itu 

sendiri dan juga batasan-batasan yang dibenarkan secara syar’i{>, di mana dalam hal 

ini diwakili oleh hukum pidana Islam. Kedua, dari aspek budaya, karena dugaan 

kuat fenomena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

yang sudah membudaya, disadari ataupun tidak. 

Bahkan, gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana 

korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk ahli, bahkan bertanya-tanya 

apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara  gratifikasi dan suap. 

Teka-teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan kalimat gratifikasi 

dan suap dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 

1999, memang tidak jelas dan bahkan ada kesamaan.12 

Berangkat dari persoalan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji 

sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum 

terhadap UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukum pidan Islam yang 

berkaitan dengan gratifikasi. 
                                                 

11 http://majalah.pengusahamuslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap/ Diakses tanggal 08 
Oktober 2013. 

12 Romli Atmasasmita, “Gratifikasi sama dengan Suap”, SindoNews, Kolom Nasional, Edisi 
Kamis, 29 Agustus 2013. 

http://majalah.pengusahamuslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap/
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B. Pokok Masalah 

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi 

penelitian ini pada persoalan gratifikasi dengan mengacu kepada hukum yang 

sedang berlaku saat ini dan hukum pidana Islam, yaitu: 

Bagaimana kriteria pemberian hadiah (gratifikasi) dapat dikategorikan 

sebagai korupsi? dengan menggunakan studi perbandingan Hukum Pidana Islam 

dan Hukum Pidana Positif. 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

Untuk mengetahui kriteria pemberian hadiah (gratifikasi) dalam Hukum 

Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. 

2. Kegunaan 

Secara akademis: memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pemahaman mengenai 

gratifikasi dalam kategori korupsi dalam hukum pidana Islam dan hukum 

pidana positif. Adapun secara umum, memberikan pemahaman terhadap 

khalayak umum mengenai kriteria gratifikasi yang digolongkan sebagai 

tindak pidana korupsi. 

D. Telaah Pustaka 

Tulisan yang membahas megenai gratifikasi dalam kategori suap dengan 

analisis perbandingan saat ini belum ditemukan. Terkait dengan kualitas 

penelitian, maka penyusun kiranya berusaha menghindari plagiasi dan duplikasi 
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penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh sebab 

itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang memiliki kaitan dengan tema 

yang diangkat penulis, namun tidak semua karya yang ada akan ditampilkan.  

Tidak banyak tulisan berkaitan dengan tema gratifikasi, namun lebih 

umum membahas mengenai suap dan korupsi berupa buku, artikel, baik tulisan 

yang dimuat dalam bentuk hard copy, maupun tulisan dalam bentuk soft copy 

yang ada dalam media internet. Karena tema yang diangkat oleh penyusun 

mengenai “gratifikasi dalam kategori suap”, tidak  akan bisa melepaskan sumber-

sumber referensi yang membahas mengenai suap dan korupsi, oleh karena 

memiliki keterkaitan satu sama lain.  

Komisi Pemberantasan Korupsi mengerluarkan sebuah buku yang sangat 

sederhana, dengan judul “Buku Saku: Memahami Gratifikasi” buku yang sangat 

sederhana ini di dalamnya memberikan penjelasan cukup sederhana dan mudah 

dipahami, di samping itu juga ditampilkan beberapa contoh bentuk gratifikasi. 

Dalam buku “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi” oleh R. Wiyono, menjelaskan secara terperinci dengan menggunakan 

metode yang unik, yaitu penafsiran pasal demi pasal Undang-undagn 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang berlaku (Undang-Undang No. 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 

2001. Selain itu, terdapat juga buku kecil dengan judul “Suap: Dampak dan 

Bahayanya bagi Masyarakat”13 yang mengulas mengenai suap secara khusus, 

                                                 
13 Abu Abdul Halim. S, Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar’i dan Sosial, 

(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996). 
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termasuk di dalamnya berbicara mengenai gratifikasi, yang di dalam bahasa 

penulis disebut dengan hadiah. 

Abu Abdul Halim. S, beliau menulis tentang defenisi jarimah risywah 

(suap) menurut para ahli disertai dengan dalil-dali normatif yang bersumber dari 

al-Qur’an dan juga hadis\ serta pendapat-pendapat para ulama seputar jarimah 

risywah, ada juga yang berkaitan dengan gratifikasi yang masuk dalam indikasi 

risywah namun tidak ada unsur perbadingan dengan hukum yang lainnya. 

“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh jina>yah” oleh 

Muhammad Nurul Irfan. Di dalam buku ini, beliau menulis berbagai bentuk dan 

wujud korupsi yang dilihat dari sisi hukum pidana Islam serta konsepi dalam Fiqh 

jina>yah mengenai korupsi. Buku ini awalnya merupakan skripsi yang kemudian 

dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama 

RI, 2009. 

Dalam bentuk karya ilmiah, terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan 

gratifikasi, suap dan korupsi. Kajian tentang delik gratifikasi oleh Abdurrahman 

Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Gratifikasi: 

Studi Analisis Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi”.14 Dalam kesimpulannya, Abdurrahman Hakim mengatakan, “delik 

gratifikasi atau dalam istilah hukum pidana Islam adalah risywah. Artiya, dalam 

pemahaman Abdurrahman bahwa gratifikasi adalah riswah. 

                                                 
14 Abdurrahman Hakim, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Gratifikasi: Studi 

Analisis Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No31 Tahun 
1999; Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). 
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Penelitian dengan  judul “Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang No. 

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul 

Masail Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2002”.15 Di mana dalam kesimpulannya, 

penulis mengatakan bahwa NU mensejajarkan praktik korupsi dengan pencurian 

dan untuk kategori korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dan Hasil Fatwa NU 

cendrung tidak berbeda.  

E. Kerangka Teoretik 

Dalam rangka penyajian penulisan yang lebih sistematis, terarah dan lebih 

komprehensif, tentunya harus dilandasi pada teori-teori yang ada sebagai bahan 

pijakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada, berkaitan dengan 

gratifikasi. 

Islam merupakan agama yang mengakomodir pelbagai kebutuhan manusia 

serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan 

hukum-hukmnya. Dengan kata lain, Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan 

seluruh umat manusia dengan tak terkecuali, yang membedakan mungkin dari sisi 

konsekuensi (balasan) dan perlakuan terhadap orang-orang di luar Islam. 

Ayat-ayat hukum, tidak semuanya memberikan penjelasan yang mudah 

dipahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak 

Allah. Karena itu, nabi memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat 

hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum dalam bentuk 

petunjuk praktis, menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis. Nabi 

                                                 
15 Abd. Rahman, “Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 
2002.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). 
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memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang 

kemudian disebut sunnah Nabi.16 

Kaitannya dengan indentifikasi terhadap gratifikasi yang masuk ke dalam 

kategori korupsi, maka penulis bersandar pada nas}-nas}  utama yaitu al-Qur’an dan 

hadis\, sedangkan untuk pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadis\ 

diperlukan pemahaman yang cukup terhadap teori berkenaan dengan tema yang 

diangkat oleh penulis. 

Dalam hukum Islam dikenal istilah fiqh jina>yah. Secara defenitif, fiqh 

berarti “ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyyah 

yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidla>l.17 Sedangkan jina>yah 

berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara>’ dan dapat mengakibatkan 

hukuman ha>d, atau ta’zi>r.18 Di samping itu, makna kata jina>yah juga disamakan 

dengan kata jarimah, di mana pengertian jarimah ialah larangan-larangan syara’ 

yang diancam oleh Allah dengan hukuman ha>d atau ta’zi>r.19  

Adapun menentukan apakah suatu perbuatan itu masuk dalam kategori 

jina>yah atau tidak, maka dia harus memenuhi 3 (tiga) unsur berikut ini: 

1. Al-rukn al-syar’i>, yaitu adanya nas}, yang melarang perbuatan-perbuatan 

tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materiil”. 

                                                 
16Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 7. 
17 Ibid. 
18 Prof. Drs. H. A. Jazuli, Fiqh jina>yah: Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam, 

edisi. II, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 2. 
19 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 

hlm. 6 
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2. Al-rukn al-ma>di, yaitu adanya perbuatan yang membentuk jina>yah, baik 

berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan 

yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formil”. 

3. Al-rukn al-adabi, yaitu pelaku kejahatan adalah orang yang orang yang dapat 

menerima khit}ha>b atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi 

adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka 

lakukan. Unsur ini dikenal juga dengan istilah “unsur moril”.20 

Unsur di atas merupakan obyek utama kajian fiqh jina>yah bila dikatikan 

dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-jarimah. Namun, bila dikaitkan 

dengan materi pembahasan fiqh jina>yah, maka hal ini erat kaitannya dengan unsur 

materiil atau al-rukn al-ma>di.21 

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila secara umum 

perbutan tersebut mempunyai unsur-unsur tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, 

sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jari>mah.22 Oleh 

sebab itu, untuk menentukan di mana posisi gratifikasi dalam hukum pidana 

Islam, maka akan dilakukan pembedahan terhadap unsur-unsur yang ada dalam 

al-rukn al-jina>yah. 

Oleh karenanya, bila gratifikasi dikaitkan dengan materi pembahasan fiqh 

jina>yah, maka hal ini berkaitan erat dengan unsur materiil atau al-rukn al-ma>di, di 

mana kajian utama fiqh jina>yah dalam hal jenis pidana dan pemidanaan meliputi 

                                                 
20 Muhammad Abu Zahrah, al-Jari>mah wa al-‘Uqubah fi Fiqh al-Islami> (al-Qahirah: Dar al-

Arabi, 1998), hlm. 132. 
21 Ibid. 
22 Ahmad Hanafi, Asas-asas…, hlm. 3. 
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tiga masalah pokok yaitu jari>mah qis}a>s, jarimah hudu>d dan jarimah ta’zi>r. 

Jarimah qis}a>s meliputi penganiayaan dan pembunuhan. Jarimah hudu>d meliputi 

zina, menuduh zina, meminum khamr, mencuri, merampok, murtad dan 

pemberontakan.23 

Adapun jarimah ta’zi>r adalah semua jenis tindak pidana atau kejahatan 

yang tidak secara tegas diatur dan ditentukan oleh nas}-nas}, baik dalam al-Qur’an 

maupun hadis\ Nabi saw. Jarimah ta’zi>r merupakan aturan teknis, jenis dan 

pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat. Jenis jarimah 

ta’zi>r, macam dan bentuknya sangat banyak dan tidak terbatas sesuai dengan 

kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia.24 

Selain kajian fiqh jina>yah, di sini juga akan ditampilkan hukum pidana 

positif sebagai bahan perbandingan untuk menganalisis tema penelitian yang 

penyusun lakukan.  

Hukum pidana positif, memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda 

dengan hukum pidana lainnya. Hukum pidana keseluruhan dari peraturan-

peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam 

tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap 

yang melakukannya.25 

Sedangkan menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan-aturan untuk: 
                                                 

23 Muhammad Abu Zahrah, al-Jari>mah…,  hlm. 137. 
24 Ibid., hlm. 89. 
25 H. Muchsin, Iktisar Ilmu Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 3. 
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1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.26 

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut 

di atas maka yang disebut dalam poin pertama adalah mengenal “perbuatan 

pidana” (criminal act). Sedang yang disebut dalam poin kedua adalah mengenai 

“pertanggungjawaban hukum pidana” (criminal liability atau criminal 

responsibility). Dalam mana poin pertama dan kedua merupakan “hukum pidana 

materil” (substantive criminal law), oleh karena mengenai isi hukum pidana 

sendiri. Sedangkan yang disebut dalam poin ketiga adalah mengenai bagaimana 

caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang 

disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana 

(criminal procedure). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah 

hukum pidana materil.27 

Selanjutnya pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 

                                                 
26 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), hlm. 1. 
27 Ibid., hlm. 1-2. 
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kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau 

perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah: 

1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 

2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan 

oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 

3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.28 

Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dapat dipidana.Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict 

yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 

Sedangkan menurut Andi Hamzah memberikan defenisi mengenai delik, 

yaitu “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman 

oleh undang-undang (pidana).”29 Lanjut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh 

Chawazi Adami mengartikan Strafbaarfeit sebagai “suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”30  

Di dalam ketentuan umum hukum pidana, terdapat obyek utama dalam 

pembahasannya, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum 

                                                 
28 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung-

jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 
hlm. 18-19. 

29 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 72. 
30 Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori 

Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 72. 
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pidana materil merupakan kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran 

pidana, menetapkan syarat-syarat pelanggar pidana untuk kemudian dapat 

dihukum, serta menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan 

hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara hukum pidana formil merupakan 

kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana 

materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan 

kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga 

memperoleh keputusan hakim serta cara mengatur pelaksanaan putusan hakim.31  

Tentu saja dari obyek pembahasan hukum pidana ini akan dikupas 

bagaimana atau apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam gratifikasi dengan 

mengacu kepada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Di samping itu 

terdapat asas legalitas yang harus diapatuhi untuk menentukan suatu perbuatan 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan merujuk kepada ketentuan 

hukum dan aturan perundang-undangan. 

Dalam penelitian ini, hukum pidana positif dijadikan sebagai pembanding 

atas hukum pidana Islam, maka akan merujuk kepada teori-teori hukum pidana di 

atas.  

Dalam pada itu, upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana 

korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang 

mendasarinya. Pembaharuan tersebut dapat dilihat pada perubahan UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 20 

Tahun 2001. Salah satu hal pokok yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 

                                                 
31 Laden Marpaung, Asas-asas Teori, Pratik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm. 2 
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adalah bahwa di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan pasal baru yakni pasal 12 

A, pasal 12 B dan pasal 12 C. Adapun rumusan mengenai gratifikasi secara 

khusus terdapat pada pasal 12B.  

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu 

tindak pidana korupsi yang baru, dalam mana sebelumnya sudah ada terselip 

dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi, suap yang diatur dalam UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada 

disebutkan dengan rinci dan jelas sebagaiamna dalam perubahan undang-undang 

berikutnya.32 Sedangkan tindakan memberikan/menerima hadiah (gratifikasi) baru 

dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jikalau sudah memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut: 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2) Menerima 

hadiah atau janji, 3) Diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, 4) Menurut pikiran orang yang memberikan 

hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan.33 

Tentunya unsur-unsur di atas berdasarkan pada Undang-undang nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahana atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan akan menjadi kerangka dasar acuan 

dalam penyusunan penelitian ini. 

 

 

                                                 
32Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM, Pengkajian 

Masalah Hukum Penanggulangan Tindak pidana Korupsi, (Jakarta:2002), hlm. 13. 
33 Penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 

No. 21 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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F. Metode Penelitian 

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada 

standar ilmiah sebuah karya penelitian, maka penulis mencoba untuk 

menggunakan berbagai metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan 

penelitian. Adapun di antara metode-metode yang digunakan oleh penulis, sebagai 

berikut:  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), di 

mana data-data yang mendukung kajian berasal dari sumber kepustakaan 

(library source) baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, 

dan lain sebagainya.34 Di samping sumber-sumber bacaan di atas, penyusun 

juga akan menggunakan software untuk menelusuri sumber-sumber bacaan 

sebagai pelengkap referensi yang ada. 

b. Sifat Penelitian 

Oleh karena penelitian ini merupakan kajian pustaka, maka 

penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis komparatif (descriptive-

analysis-comparative). Deskriptif berarti memaparkan apa yang 

dimaksudkan oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga 

penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat-sistematis mengenai 

fakta-fakta dari objek kajian tersebut.35 

                                                 
34Sutrisno Hadi, Metodology Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9. 
35Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989), hlm. 19. 
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Sedangkan analisis  berarti penjelasan lebih mendalam dari pada 

sekadar diskripsi,36 yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka 

berkaitan dengan gratifikasi yang digolongkan ke dalam suap. Kemudian 

penelitian ini juga bersifat komparatif dalam arti membandingkan posisi 

gratifikasi itu sendiri dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

2. Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber 

data utama (primer), yaitu dari al-Qur’an, hadis\ dan Undang-undang yang 

membahas tentang gratifikasi, suap dan korupsi, dengan terfokus pada pokok 

permasalahan.  

Di samping itu, digunakan juga data sekunder sebagai data penunjang, 

yaitu buku-buku, jurnal, surat kabar, ensiklopedi baik yang berkaitan langsung 

dengan pokok permasalahan ataupun memiliki kaitan secara tidak langsung 

namun tetap relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai 

gratifikasi dalam kategori korupsi. 

3. Analisis Data 

Setelah pengumpulan data secara lengkap (exhaustive complate), maka 

dilakukan peninjauan kembali terhadap data, kemudian diklasifikasikan dengan 

tujuan mempermudah langkah analisis dalam menempatkan masing-masing 

data sesuai sistematika yang direncanakan. 

                                                 
36Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), 

hlm.  7 
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Sumber yang ada dianalisis berdasarkan validitas dan keakuratan data, 

kemudian diuraikan dan ditarik sebuah kesimpulan dengan berpijak pada 

kerangka berpikir deduktif, di mana penulis berangkat dari deskripsi atau 

gambaran yang sifatnya lebih umum mengenai gratifikasi, dan oleh karenanya 

diharapkan dapat ditemukan unsur-unsur gratifikasi yang masuk ke dalam 

kategori korupsi. 

4. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian dengan jenis library research ini, penulis meng-

gunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis dengan mengeksplorasi al-

Qur’an dan hadis\ dan juga undang-undang yang di dalamnya memuat aturan 

hukum pidana pada umumnya, dan secara spesifik mengenai gratifikasi dan 

korupsi. 

Selain kedua pendekatan di atas, penulis juga melakukan pendekatan 

sisio-historis, dengan harapan dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan 

terhadap fenomena sosial saat ini dan beberapa peristiwa sejarah yang 

menampilkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat memberi hadiah, yang mana hal 

ini menjadi cikal bakal tumbuhnya kembangnya perilaku yang mengarah 

kepada tindak pidana korupsi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan pada penelitan ini terdiri dari 5 bab, pada 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih 

terperinci dari setiap bab-nya. 
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Bab pertama, pendahuluan berisikan latar belakang masalah, perumusan 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka, selanjutnya 

kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. 

Bab kedua, gratifikasi dalam tinjaun hukum pidana Islam, terdiri dari 

tinjauan historis terhadap praktik gratifikasi pada zaman sebelum nabi, zaman 

nabi dan sahabat, pengertian umum gratifikasi dalam pidana Islam, asas-asas 

hukum gratifikasi dalam pidana Islam. 

Bab ketiga, gratifikasi dan korupsi dalam tinjauan hukum pidana positif, 

terdiri dari beberapa sub bab, di antaranya, tinjaun historis terhadap praktik 

gratifikasi di Indonesia, pengertian umum gratifikasi dalam hukum positif, asas-

asas gratifikasi dalam hukum pidana positif. 

Bab keempat, Analisis Perbandingan Terhadap Gratifikasi terdiri dari 

beberapa sub bab, antara lain, analisis dari segi kriteria gratifikasi menurut hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif, analisis dari segi penetapan pidana Islam 

dan pidana positif serta sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan gratifikasi dalam 

kategori korupsi, baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.  

Bab kelima, pembahasan akhir, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Di 

mana kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, 

sedangkan saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian 

ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi topik utama dalam 

penelitian ini, di antaranya: 

1. Dalam hukum pidana Islam, larangan-larangan gratifikasi didasarkan pada al-

Qur’an yang bersifat umum, dan dipertegas oleh hadis-hadis Nabi yang 

sifatnya lebih khusus. Sedangkan dalam hukum pidana positif, ketentuan-

ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Beberapa kriteria gratifikasi yang tergolong kedalam korupsi, antara hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki kesamaan dan perbedaan. 

Adapun kesamaannya yaitu penerima gratifikasi merupakan pejabat publik 

dan penerimaan itu berkaitan dengan tugas dan wewenang. Sedangkan 

perbedaannya terdapat pada pelaporan penerimaan gratifikasi, dalam hukum 

pidan Islam, bila seorang pejabat publik menerima gratifikasi, dilaporkan atau 

tidak, besar ataupun kecil, maka statusnya tetap sebagai salah satu bentuk 

korupsi. Sedangkan dalam hukum pidana positif, bila penerimaan gratifikasi 

dilaporkan, maka ada dua kemungkinan, bisa dikategorikan korupsi dan bisa 

juga tidak termasuk ke dalam kategori korupsi. Ketentuan ini didasarkan pada 
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pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. 

3. Dari segi sanksi, oleh karena tidak adanya perintah nas} secara langsung 

mengenai hukuman terhadap penerima gratifikasi, maka jenis hukuman yang 

dibebankan kepada pelakunya diserahkan kepada hakim atau penguasa 

setempat. Jenis hukuman semacam ini di dalam hukum pidana Islam disebut 

dengan hukuman ta’zi>r, di mana besar kecil dampak perbuatan yang 

ditimbulkan akibat penerimaan gratifikasi sepenuhnya diserahkan kepada 

keputusan hakim atau penguasa setempat. Di samping sanksi ta’zi>r di atas, 

ada juga sanksi moral, sosial dan ancaman akhirat, di mana dalam hukum 

pidana positif tidak ditemukan jenis sanksi seperti ini. Sedangkan dalam 

hukum pidana positif, hukuman bagi penerima gratifikasi dirumuskan dalam 

pasal-pasal secara lebih khusus. Kemudian, tidak ada perbedaan substantif 

ancaman bagi penerima gratifikasi jenis pertama (senilai 10 juta rupiah atau 

lebih) dan penerima gratifikasi jenis kedua (di bawah 10 juta rupiah). Namun, 

perbedaan hanya terdapat pada beban pembuktian. 

B. Saran 

1. Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 

penelitian ini, terutama dalam segi konten penelitian. Oleh karenanya 

penyusun berhadap di kemudian hari akan ada penelitian dengan tema serupa 

yang lebih berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan 

yang berbeda, misalanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
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antropologis-sosiologis, karena pada dasarnya kebiasaan memberi dan 

menerima hadiah merupakan tradisi sejak lama. 

2. Sanksi hukum terhadap penerima gratifikasi di Indonesia seharusnya dapat 

memberikan efek jera. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peringatan 

tegas terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang 

berkeinginan mendapatkan income yang lebih dengan cara-cara yang luar 

biasa (menghalalkan segala cara) tanpa memperhatikan rambu-rambu yang 

ada. 

3. Saling memberi dan menerima adalah kultur yang harus tetap dipelihara 

seperti memelihara tradisi gotong royong. Seyogyanya jangan ada unsur 

korupsi dalam hadiah, karena hadiah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi 

juga berperan sangat penting dalam merekat ‘kohesi sosial’ dalam suatu 

masyarakat. 

4. Awal dan akhirnya, kebenaran mutlak hanya milik Allah sedangkan manusia 

hanya berusaha mendekati kebenaran yang ditetapkan-Nya. Wallahu A’lam… 
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Lampiran 1 : Terjemahan 
 

TERJEMAHAN 
 

Terjemahan al-Qur’an, Hadis dan lainnya 

No H FN Ket. Terjemahan 
1 2 4 QS. An-Naml (27): 35 Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka 

dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu 
apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu  

2 21 3 QS. An-Naml (27): 24 Aku (burung hud) dapati dia dan kaumnya menyembah 
matarahir, bukan kepada Allah; dan setan telah 
menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-
perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi 
mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat 
petunjuk 

3 22 4 QS. An-Naml (27): 29-30 Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! 
Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku surat yang 
mulia.” Sesungguhnya, (surat) itu dari Sulaiman yang 
isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang 

4 22 4 QS. An-Naml (27): 35 Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka 
dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu 
apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu  

5 23 7 QS. An-Naml (27): 36 Maka ketika para (utusan itu) sempai kepada Sulaiman, 
dia (Sulaiman) berkata, “Apakah kamu akan memberi 
harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih 
baik dari pada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi 
kamu merasa bangga dengan hadiahmu 

6 24 9 QS. Fus}s}ilat (41): 1-3 Ha> mi>m (1). (Al-Qur’an ini) diturunkan dari Tuhan Yang 
Maha Pengasih, Maha Penyayang (2). Kitab yang ayat-
ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk 
kaum yang mengetahui 

7 26 14 QS. An-Naml (27): 35 Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka 
dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu 
apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu 

8 26 15 QS. An-Naml (27): 36 …Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari pada 
apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa 
bangga dengan hadiahmu 

9 26 17 HR. Ibn Asakir Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan 
saling menyayangi 

 31 33 QS. Ali-Imran (3): 161 Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam 
urusan harta rampasan perang). Barang siapa 
berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang 
membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap 
orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan 
apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi 

10 91 2 QS. Al-Isra’ (17): 15 Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus 
seorang rasul 

11 91 3 QS. Al-Qasas (28): 59 Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, 
sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang 
membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak 
pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri; 
kecuali penduduknya melakukan kezaliman 

12 92 4 Abd. Qadir Auda Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada 
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hukuman tanpa nas 
13 92 6 Abd. Qadir Auda Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal 

sebelum adanya ketentuan nas 
14 94-95 13 HR. al-Bukhari ‘ubaid ibn Ismai’il telah menceritakan kepada kami, Abu 

Usamah telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, 
dari Ayahnya, dari Abi Humaid al-Sa’idi, ia berkata: 
Rasulullah saw. mengangkat seorang laki-laki bernama 
ibn al-Lutaibah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di 
Bani Sulaim. Ketika ia datang (Menghadap Rasulullah 
saw. untuk melaporkan hasil pemungutan zakat), beliau 
memeriksanya. Ia berkata: ini harta zakatmu 
(Nabi/negara) dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan 
kepadaku). Lalu Rasulullah saw. berkata, “jika engkau 
benar, maka apakah kalau engkau duduk-duduk saja di 
rumah ayah atau ibumu, hadiah itu akan datang 
kepadamu? Kemudian Nabi saw. berpidato, 
mengucapkan Tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: 
Saya mengantkat seorang di antara kamu untuk 
melakukan suatu tugas yang merupakan bagian dari apa 
yang telah dibebankan oleh Allah kepadaku. Lalu orang 
itu datang dan berkata: ini hartamu (Nabi/negara) dan ini 
adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jika ia memang 
benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah 
dan ibunya, hadiah itu akan datang kepadanya? Demi 
Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dasri hadiah 
itu tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui 
Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), 
lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika 
menemui Allah, ia memikul di atas pundaknya unta (yang 
dulu diambilnya) dengan bersuara melengkik atau sapi 
melenguh, atau kambing mengembik. Kemudian 
Rasulullah mengangkat tangannya sehingga terlihat bulu 
ketiaknya yang putih seraya berkata, “Ya Allah, apakah 
telah kusampaikan pandangan mataku dan pendengaran 
telingaku? 

15 95 14 HR. Ahmad ibn Hanbal Ishaq ibn ‘Isa telah menceritakan kepada kami bahwa 
Ismail ibn ‘Ayyasy telah menceritakan kepada kami, dari 
Yahya ibn Said, dari ‘Urwah ibn al-Zubair, dari Abi 
Humaid al-Sa’idi bahwa Rasulullah saw. berkata, “Hadiah 
yang diterima para pejabat/pemegang kebijakan adalah 
korupsi.” 

16 98 20 HR. Ahmad ibn Hanbal Al-Aswad ibn ‘Amir telah menceritakan kepada kami, Abu 
Bakr, Ya’ni Ibn Abbas telah menceritakan kepada kami, 
dari Lais, Abi al-Khattab, dari Abi Zur’ah, dari Sauban, ia 
berkata, “Rasulullah melaknat pelaku, penerima dan 
perantara risywah, yaitu orang yang menjadi 
penghubung (makelar) keduanya.” 

17 99 21 HR. Ahmad ibn Hanbal 
dan juga al-Tarmizi 

‘Affan telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
telah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Umar ibn 
Abi Salamah telah menceritakan kepada kami, dari 
bapaknya, dari Abi Hurairah, ia berkata, bahwa 
Rasulullah saw. bersabda, “Allah melaknat orang yang 
menyuap dan orang yang disuap terkait masalah 
hukum/kebijakan.” 

18 105 30 QS. Al-Baqarah (2): 188 Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu 
dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap 
1dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud 
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agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 
dengan jalan dosa, pedahal kamu mengetahui 

19 105 32 QS. An-Nisa’ (4): 29 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil (tidak benar)… 

20 106 35 QS. Ali-Imran (3): 161 Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam 
urusan harta rampasan perang). Barang siapa 
berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang 
membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap 
orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan 
apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi 

21 106 38 QS. Al-Ma’idah (5): 42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak 
memakan (makanan) yang haram 

22 107 40 HR. al-Damiri Hajjaj ibn Minhal telah memberitakan kepada kami, 
Hammad ibn Salamah telah menceritakan kepada kami, 
‘Abdullah ibn ‘Usman ibn Khusaim telah menceritakan 
kepada kami, dari ‘Abd al-Rahman ibn Sabit, dari Jabir 
ibn ‘Abdillah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 
“Wahai Ka’ab ibn ‘Ujrah, sesungguhnya tidak akan 
masuk surga daging (seseorang) yang tumbuh (hidup 
dan makan) dari hasil suht.” 

23 108 45 HR. an-Nasa’i  Qutaibah dan ‘Ali ibn Hujr telah memberitakan kepada 
kami, keduanya berkata (bahwa) Khalaf, yakni ibn 
Khalifah telah menceritakan kepada kami, dari Mansur 
ibn Zazan, dari al-Hakam ibn ‘Utaibah, dari Abi Wail, dari 
Masruq, ia berkata, “Seorang hakim yang makan 
(menerima) hadiah berarti ia telah makan (menerima) as-
suht dan apabila ia menerima risywah maka ia terjatuh 
pada kekufuran.” Masruq berkata, “Barang siapa yang 
meminum arak maka sungguh ia telah kufur dan 
kekufurannya tersebut mengakibatkan ia tidak dapat 
mengerjakan shalat.” 

24 108 46 HR. Ahmad ibn Hanbal Ishaq ibn ‘Isa telah menceritakan kepada kami bahwa 
Ismail ibn ‘Ayyasy telah menceritakan kepada kami, dari 
Yahya ibn Said, dari ‘Urwah ibn al-Zubair, dari Abi 
Humaid al-Sa’idi bahwa Rasulullah saw. berkata, “Hadiah 
yang diterima para pejabat/pemegang kebijakan adalah 
korupsi.” 

25 122 70 Abd al-Aziz Amir Sanksi ta’zir (berat ringannya) bergantung kepada 
kemaslahatan 

26 122 71 Al-Suyuti Sanksi had menjadi gugur (tertolak) karena adanya 
syubhat 

 
Keterangan: 

H : Halaman di mana terjemahan terletak 
FN : Footnoot pada bahasa yang diterjemahkan 
Ket. : Keterangan sumber yang diterjemahkan 
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Lampiran 2 : Rumusan Pasal 2 sampai dengan pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 
 
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN 1999  

TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONEISA, 
 
 
Menimbang :  

a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan 
menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau 
perekonomlan negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional 
yang menuntut efisiensi tinggi; 

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti 
dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan 
labih efektif dalam mencegah dan momberantas tindak pidana korupsi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. b, dan c perlu dibentuk 
Undang-undang.yang baru tentang Pomberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

 
Mengingat :  

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang 

Penyelengpara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  
 

 
Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

M e m u t u s k a n : 
Menetapkan : 
UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-undang Ini yang dimaksud dengan: 
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum 

maupun bukan badan hukum. 
2. Pegawai Negeri adalah meliputi: 

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; 
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 
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c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan 

negara atau daerah; atau 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas 

dari negara atau masyarakat. 
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. 
 
 

BAB II 
TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
Pasal 2 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan 
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 
 

Pasal 3 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
yang dapat merugikan keuangan negara perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 

Pasal 4 
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 
 

Pasal 5 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (rima) tahun 
dan atau denda paling Sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah). 
 

Pasal 6 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus km puiuh jute ruplah) dan paling banyak Rp 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima pulufl juta rupiah). 
 

Pasal 7 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab 
Undang-undanq Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
350.000.000,00 (tige ratus lima puluh juta rupiah). 
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Pasal 8 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
750.000.000,00 -(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

 
Pasal 9 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah). 
 

Pasal 10 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagalmana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga 
ratus lima puluh juta rupiah). 
 

Pasal 11 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (Nma) tahun 
dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah). 
 

Pasal 12 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419. Pasal 420, Pasal 423, 
Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana (3) dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara Paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
 

Pasal 13 
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau 
wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, 
melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
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Lampiran 3 : Rumusan Pasal 1, 5 sampai dengan 12C Undang-undang Nomor 20  
  tahun 2001 
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2001 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 

a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan 
negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 
secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang 
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;   

b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara 
adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
 

Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851);  

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);  

 
Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 
 

 
Pasal 1 

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikutt: 
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1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum 
dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini. 

2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah 
dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan 
unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undangundang Hukum Pidana yang diacu, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau 

pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan 
dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya. 

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 

 
Pasal 6 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau 

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang 
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau 
advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 
Pasal 7 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau 
pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 
(tiga ratus lima puluh juta rupiah):  

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang 
pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; 

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja 
membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keselamatan negara dalam keadaan perang; atau 
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d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan 
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang 
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan 
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 
Pasal 8 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat 
berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan 
tersebut. 
 

Pasal 9 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu 
jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau 
daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 
 

Pasal 10 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu 
jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: 

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, 
atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, 
yang dikuasai karena jabatannya; atau  

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat 
dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau 

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai 
barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 

 
Pasal 11 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana 
denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji 
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan 
hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 
 

 
Pasal 12 

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 
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a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau 
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk 
menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung 
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; 

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;  

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, 
atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau 
kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum 
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau 
menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal 
diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan 
tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan 
perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan 
tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan;  atau 

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja 
turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, 
untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 

 

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, 
yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 12 A 

(1)  Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang 
nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 
Pasal 12 B 

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila 
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan 
ketentuan sebagai berikut:  

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut 
bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
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b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi 
tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 
Pasal 12 C 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan 
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan 
status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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